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PEDOMAN TRANSLITERASI
Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal
dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

\ = a 3 = z S = q
- = b o = S < = k
& 3 t b A sy J = I
& = ts o = sh ? = m
z = j o= = dl O = n
c = h L = th B = w
& = kh L = zh . = F
2 = d g = ‘ ¢ = y
3 = dz ¢ = gh

B = r - = f

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma
(‘) untuk mengganti lambang “¢”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan
“u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “@“ misalnyadd menjadi qdla

Vokal (i) panjang = “ {”misalnya J# menjadi qgila
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Vokal (u) panjang = “d“misalnya ©s2 menjadi dona

(13-4
L,

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = » misalnya J s menjadi gawlun

Diftong (ay) = = misalnya_»= menjadi khayrun
C. Ta’ Marbthah (3)

Ta’ Marbthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaix il )l menjadi al-
risala li al-mudarrisah,atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *
ddies ;) menjadi fi rahmatillah
D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Hanip, 12220137, 2016. Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak
di Indomaret cabang Sidoarjo (Tinjauan Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam). Skripsi,
jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul
Hidayah, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Pekerja Kontrak, Ketenagakerjaan, Hukum Islam

Pekerja kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dikenal dengan istilah kontrak atau persetujuan yang merupakan
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang atau lebih. Pekerja Kontrak dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) adalah suatu perjanjian kerja yang
jangka waktunya telah ditentukan, yang menurut sifat dan jenis atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.  Perusahaan di Indomaret
cabang Sidoarjo yang bergerak dalam bidang waralaba harus patuh dan
menerapkan ketentuan dalam peraturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak buruh sebagai pekerja kontrak.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja
kontrak yang berada di Indomaret cabang Sidoarjo. Yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di
Indomaret cabang Sidoarjo ditinjau berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dan
bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret
cabang Sidoarjo ditinjau berdasarkan hukum Islam

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara
mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dimana
hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara
terbuka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu
menganalisis masalah-masalah hukum, yang mengamati bagaimana reaksi dan
interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini bahwa pekerja kontrak Indomaret cabang Sidoarjo
mengenai penerapan perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu seperti
berlakunya pemagangan selama 6 bulan dan pemberian kerja diluar jam kerja di
Indomaret cabang Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan dalam hukum Islam sudah
sesuai berdasarkan bentuk dan isi perjanjian kerja yang telah disepakati.
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ABSTRACT

Hanip, 12220137, 2016.Implementation of Legal Protection for Contract
Worker in Indomaret Branch Sidoarjo (In Perspective of Act No. 13
of 2003 On Labour And Shariah Law). Thesis, Department of Shariah
Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.

Keywords: Contract Worker, Labour, Shariah Law

Contract workers in Civil Code is known by the term of the contract or
agreement that is an act in which one or more persons bind themselves to one or
more persons. Contract worker in Act No. 13 of 2003 on Labour is called by
Employment Agreement in Specified Time. Employment Agreement in Specified
Time (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) is an employment agreement which the
period has been determined, according to the nature and type of the job that will
be completed within a specified time. company in Indomaret branch Sidoarjo
which is engaged in franchising must obey and apply the provisions of the
regulations of Law No. 13 of 2003 on Labour in protecting workers' rights as a
contract worker.

This study discusses the legal protection for contract worker in Indomaret
branch Sidoarjo. The aims are to know how the implementation of the legal
protection for contract worker in Indomaret branch Sidoarjo in Labour Law
perspective, and how the implementation of the legal protection for contract
worker in Indomaret branch Sidoarjo in Islamic law perspective.

The type of research in this study is classified into empirical legal research
that is observing the facts of the applicable law in the midst of a society where
this requires knowledge to be observed and demonstrated openly. The approach of
research in this study is a sociological juridical approach that is analyze the legal
issues, looking at how the reactions and interactions that occur when a system of
norms prevail in society.

The results of this study is that contract worker in Indomaret branch
Sidoarjo is implementing agreements such as the enactment of a specific time
during the 6-month apprenticeship and employment outside working hours in
Indomaret branch Sidoarjo but it is not fully in accordance with Act No. 13 of
2003 on Labour. But in Islamic law, it is appropriate based on the form and
content of work agreement that has been agreed.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional
yang didasarkan pada pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat, dan juga harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil
ataupun spiritual.*

Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah
kualitas masyarakat di Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk
menuju Indonesia maju. Peningkatan kualitas manusia tidak akan tercapai tanpa

memberikan jaminan hidup, akan tetapi jaminan hidup tidak dapat tercapai jika

! Harjuan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan,
h.1



manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari pekerjaan itu dapat di
peroleh berupa imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Tenaga
kerja (man power) adalah penduduk yang sudah, sedang bekerja atau yang sedang
mencari pekerjaan. Pada era perdagangan bebas banyak negara berkembang tidak
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam Undang-undang
ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya mencakup perlindungan tenaga kerja
merupakan hal yang harus diperjuangkan supaya harkat dan martabat tenaga kerja
ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimKSUDKn untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha
nasional dan internasional.?

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan,
pemerintah telah memperhatikan kemajuan dunia usaha, Yyaitu dengan
mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dimana dalam Undang-undang tersebut telah mengatur beberapa ketentuan
diantaranya tentang hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan,
hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Pengaturan ini ditujukan
agar kegiatan-kegiatan terkait ketenagakerjaan tidak merugikan kedua belah
pihak, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja, sehingga keduanya merasa
sudah dilindungi oleh hukum. Dengan tidak ada sikap sewenang-wenang
pengusaha dalam memberikan perintah terhadap para pekerjanya.

Agar tidak terjadi sikap sewenang-wenangan dan tidak merugikan kedua

belah  pihak hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana seharusnya

2 F. Winrni, Administrasi Gaji dan Upah, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), h. 89



pengusaha bersikap, yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Nahl ayat 90 yang

berbunyi:

Ry latall ce ey Gl o s praYTs gl 5 &1 )
Vo 585 aal iag €3

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat Al-Qur’an diatas merupakan seruan untuk berlaku adil dalam
memberikan perintah dalam semua aspek kehidupan baik dalam urusan Agama,
sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu mewujudkan kehidupan yang adil Islam
menegakkan agar pengusaha memenuhi hak pekerjanya berdasarkan jasa dan
tanggung jawab. Memandang nilai-nilai moralitas yang menunjuk pada konsep
kemanusiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
pasal 56 ayat (1) perjanjian kerja ditinjau dari waktu pelaksanaannya ada dua
macam yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu (PKWTT). Mengenai pekerja kontrak dalam Undang-undang tidak
dijelaskan secara langsung. Hanya saja keberadaan pekerja kontrak diatur dalam
pasal 56 -59 Undang-Undang ketenagakerjaan. Pengaturan dalam pasal tersebut
diharapkan agar sistem pekerja kontrak dapat diberlakukan, namun tidak semua

jenis pekerjaan diberlakukan sebagai pekerja kontrak. seperti yang sudah

dijelaskan dalam pasal 59 ayat 1 yaitu:*

¥ pasal 59 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan



“ perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu”:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun

3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

Ketentuan tentang sistem perjanjian kerja waktu tertentu juga diatur dalam
keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:

Kep.100/Men/V1/2004 Tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak menjadi pilihan
pengusaha yang sering digunakan ketika melakukan masa percobaan terhadap
para pekerja. Hal Ini yang sering terjadi pada praktek pekerja kontrak seperti
yang terjadi pada karyawan yang bekerja di Indomaret. Secara tidak langsung hal
ini menyebabkan kerugian terhadap pekerja kontrak yang dimana ketika pekerja
tidak menjalankan pekerjaannya atau tidak menjalankan perintah sesuai dengan
keinginan pengusaha, maka pengusaha lebih berkuasa untuk memberhentikan
buruh/pekerja dan tidak melakukan perpanjangan masa kerja kontrak, serta
mencari pekerja lain sesuai dengan yang diinginkan. Pemutusan hubungan kerja
kontrak tidak akan menimbulkan dampak kerugian karena pengusaha tidak
mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon atas pemutusan
hubungan kerja kontrak tersebut.

Tenaga kerja yang tiap tahun semakin banyak tidak bisa berimbang dengan
ketersediaan lowongan pekerjaan. Melihat melonjaknya angka pencari kerja
membuat banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan pun semakin

merasa sewenang-wenang dalam membuat peraturan perihal kontrak kerja dengan



para pekerjanya. Salah satu kebijakan perusahaan yang sekarang marak terjadi
adalah dengan menahan ijazah asli para pekerjanya demi kepentingan pengusaha
seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar.* Hal ini menyalahi aturan didalam
Undang-undang Ketenagakerjaan dan termasuk kategori melanggar Hak Asasi
Manusia perihal mencari penghidupan yang layak (UUD 1945 dalam Pasal 28).
Bebarapa fakta dari kasus diatas dan fenomena maraknya sikap
kesewenang-wenangan perusahaan dalam membuat Perjanjian Kerja terhadap
para pekerjanya. Seperti dalam penentuan perjanjian kerja kontrak perihal
perjanjian pemagangan yang berlaku selama 6 bulan pemagangan dan tanpa ada
perjanjian pemagangan secara tertulis yang dilakukan oleh Indomaret di Sidoarjo.
Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji suatu objek tentang perjanjian kerja
kontrak di Indomaret Sidoarjo sebagai bahan penelitian guna menyusun skripsi
dengan Judul: “Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di
Indomaret Cabang Sidoarjo (Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah
Permasalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret
cabang Sidoarjo ditinjau berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret

ditinjau berdasarkan Hukum Islam

*http://beritahotkekinian.blogspot.co.id/2016/04/ternyata-perusahaan-yang-menahan-ijazah.html
(diakses tanggal 16 Mei 2016)



http://beritahotkekinian.blogspot.co.id/2016/04/ternyata-perusahaan-yang-menahan-ijazah.html

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di
Indomaret cabang Sidoarjo ditinjaun berdasarkan Undang-undang
ketenagakerjaan

2. Menganalisis implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di
Indomaret ditinjau berdasarkan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Penilitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang ilmu
hukum khususnya dalam Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak
di Indomaret dalam tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. yang dapat memberikan bahan dan
masukan serta referensi bagi peneliti terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori
tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait terhadap
pekerja kontrak Indomaret dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai salah
satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti

lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan

sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan



penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi
halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman
pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan
kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi
tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik
dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis,
atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan
teori terdiri hanya ada dua pembahasan. Pertama yaitu Implementasi
Perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo
menurut Undang-undang ketenagakerjaan dan pembahasan yang kedua
Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak menurut hukum Islam

Bab Ketiga: Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian,
pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis
data.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil
penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta {Perlindungan Hukum
Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang Sidoarjo dalam Tinjauan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum

Islam}.



Bab Kelima: Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat
atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.
Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang
diangkat peneliti, pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara
penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh
Perempuan di CV Trias Anhicitra Sukaharjo”oleh Sulistyaningsih,
mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.°
Skripsi yang berjudul perlindungan Hukum terhadap Buruh Perempuan di

CV Trias Adbhicitra Sukoharjo adalah penelitian yang mengkaji dan

5 Sulistyaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di CV Trias Adhicitra
Sukaharjo, Skripsi, (Universitas sebelas Maret Surakarta, 2009), h. 72
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menjawab permasalahan hak-hak buruh perempuan di CV Trias Adhicitra
Sukoharjo dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal
yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan berupa data
sekunder sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-
hukum.  Teknik pengumpulan data menggunakan study kepustakaan.
Teknik analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan metode
interpretasi gramatikal atau Interprestasi bahasa.

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa CV Trias Adbhicitra telah
memberikan hak buruh perempuan yang bekerja malam hari dan tidak
melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan, namun ada beberapa
hak-hak buruh yang telah diabaikan yaitu, tidak adanya jam istirahat, tidak
adanya alat pelindung telinga saat bekerja, upah yang diberikan tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, upah lembur tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan belum didikutsertakannya para buruh
dalam program Jamsostek.

2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan tenaga kerja alih daya
(Outsourcing) perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dan hukum Islam” oleh M. Yusuf Subkhi, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang, 2012.° Penelitian ini

membahas tentang ketentuan Jaminan Sosial tenaga kerja, keselamatan dan

® M Yusuf Subkhi, Perlindungan tenaga kerja alih daya (Outsourcing) perspektif Undang-unang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam, Skripsi, (UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.2012)
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kesehatan kerja, dan peraturan pemerintah tentang upah yang digunakan jasa
kerja alih daya (Outsourcing). Dalam skripsi tersebut menggunakan
penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif komparatif yang
menguraikan secara jelas terhadap perlindungan tenaga kerja alih daya
(Outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam.

3. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha
Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Kota Malang (Persfektif
Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)” oleh Siti Umayah
Sandi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 penelitian hukum empiris
mengkaji tentang Perlindungan hukum oleh pelaku usaha di kota Malang
terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari’

4. Penelitian yang berjudul “Perlindungan hukum pekerja perempuan di SPBU
(Bersama Membangun Sahabat Malang) tinjauan Undang-undang
Ketenagakerjaan dan hukum Islam” oleh Hana Nur Halima, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.%2 Yang membahas
tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan di SPBU
kota Malang berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dan hukum Islam. Dalam skripsi tersebut menggunakan
penelitian hukum Normatif, pendekatan yang digunakan undang-undang
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menafsirkan

perbagai ilmu

’ Siti Umayah Sandi, Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Perempuan
Pada Malam Hari Di Kota Malang,Persfektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum
Islam, skripsi,(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.2014)

® Hana Nur Halima, Perlindungan hukum pekerja perempuan di SPBU (Bersama Membangun
Sahabat Malang) tinjauan Undang-undang Ketenagakerjaan dan hukum Islam, Skripsi, (UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.2015)



12

Tabel. 1 Persamaan dan perbedaan dari keempat penelitian terdahulu

No. Nama
1. Sulistyaningsih,
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta, 2009

2. M.Yusuf
Subkhi,
Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim Malang,
2012

3. Siti Umayah
Sandi, UIN
Maulana Malik
Ibrahim Malang,
2014

4, Hana Nur
Halima,
Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim Malang,
2015

Judul

Perlindungan
Hukum
Terhadap
Buruh
Perempuan di
CVv Trias
Anbhicitra
Sukaharjo
Perlindungan
tenaga  kerja
alih daya
(Outsourcing)
perspektif
Undang-
undang Nomor
13 Tahun 2003
tentang
ketenagakerjaa
n dan hukum
Islam
Perlindungan
Hukum  Oleh
Pelaku Usaha
Terhadap
Pekerja
Perempuan
Pada Malam
Hari Di Kota
Malang
(Persfektif
Undang-
undang
Ketenagakerja
an dan Huku
Islam)
Perlindungan
hukum pekerja
perempuan di
SPBU
“Bersama
Membangun
Sahabat
Malang”

Persamaan perbedaan

Dengan tinjauan Jenis  penelitian
Undang-undang  yuridis normatif
Ketenagakerjaan

Berdasarkan Jenis  penelitian
Undang-undang  yuridis normatif
ketenagakerjaan

dan hukum

Islam

Berdasarkan
Undang-undang
Ketenagakerjaan
dan hukum
Islam

Jenis  penelitian
hukum empiris

Penelitian hukum
Normatif

Berdasarkan
Undang-undang
ketenagakerjaan
dan hukum
islam
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tinjauan
Undang-
undang
Ketenagakerja
an dan hukum
Islam
B. Kerangka teori
Kerangka teori berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan
pustaka berupa pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk
mengkaji. Seperti teori tentang perjanjian kerja, macam perjanjian kerja dan
perjanjian kerja menurut hukum Islam serta Hukum Ketenagakerjaan sebagai
analisis masalah
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
SM Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan saksi-saksi, yang mana
tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia,
sehingga keamanan dan Kketertiban menjadi terpelihara.  Sedangkan
Immanuel kant mengatakan, menurut peraturan hukum tentang
kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan
kehendak bebas dari orang lain. Dari pengertian di atas dapat di tarik suatu
kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu:®
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di

masyarakat

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,1999), h.5



14

c. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Menurut para ahli, hukum memiliki empat fungsi yaitu:*°
1.) Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban
2.) Hukum sebagai sarana pembangunan
3.) Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4.) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan
tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu
tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.
Sehingga hukum disini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi
tertib, hukum disini merupakan bagian integrasi dari kehidupan manusia.
Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam
kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah
dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk
memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Jadi perlindungan
hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam
negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.™

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di negara Kita, Indonesia,
landasan pijaknya adalah pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah
Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat

bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat and Rule of The Law.

10 Symantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: Ul-Press, 1986), h. 4
** Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya: Bina limu,
1987), h.105
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Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan
bijak Pacansila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
yang bersumber pada pancasila.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan
pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan
diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama
manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan
berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang
berbeda.*?

Perlindungan hukum adalah campur tangan pemerintah dalam bidang
pemburuhan/ketenagakerjaan ~ yang  bertujuan  untuk  mewujudkan
pemburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan
memberikan hak-hak bagi buruh/ pekerja sebagai manusia yang utuh, karena
itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah
yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan
pengusaha/majikan yakni berkelangsungan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi buruh atau tenagakerja.
Menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 (tiga)
macam yaitu:*

1.) Perlindungan ekonomis vyaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan

usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang

12 satjipto Raharjo, llmu Hukum, h.45
3 Imam Soepomo, Pengantar Hukum pemburuhan, (Jakarta:Djambatan,1985), h. 97
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cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya,
termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena
sesuatu diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis,
antara lain perlindungan upah, jamsostek dan THR

2.) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk
mengenyam dan memperkembangkan perikehidupan sebagai manusia
padaumumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.
Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak,
buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan
cuti.

3.) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat
ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau oleh alat pekerja lainnya atau
bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan oleh perusahaan.
Perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan
agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin
timbul di tempat kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-bahan

yang dikerjakan dari suatu hubungan kerja.**

Y., Husni, Perlindungan Buruh (arbiedshreming), dalam Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar
Hukum Pemburuhan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 75-77
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2. Tinjauan Tentang Perjanjian kerja
a. Pengerian perjanjian kerja

Yang kita ketahui dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak
tidak ada persyaratan yang formal atau suatu format tertentu. Perjanjian
dapat disebut dengan perjanjian formal dengan ancaman bila perjanjian
tersebut tidak mengikat dan tidak dibuat secara tertulis.

Undang-undang No0.13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa,
perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh dengan pengusaha
atau majikan yang didalammnya telah memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak."

Mengenai perjanjian kerja juga dijelaskan oleh Imam Soepomo
bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak satu (buruh),
mengikat diri untuk bekerja dengan menerima upah kepada pihak lain
(majikan), dengan mengikat diri untuk mengerjakan buruh dengan
membayar upah”16

Menurut Subekti, menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah
perjanjian antara “buruh” dengan “majikan”, perjanjian ditandai adanya
ciri-ciri yaitu adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan
adanya hubungan di peratas yaitu suatu hubungan mendasar, dimana
pihak satu (majikan) berhak memerintah dan harus ditaati oleh pihak lain

(buI‘uh)””

15 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

!¢ Imam Soepomo, Hukum Pemburuan Bagian Pertama Hubungan Kerja, (Jakarta:PPAKRI
Bhayangkara,1968), h. 58

7 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:Alumni Bandung, 1997), h.63
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b. Unsur-unsur Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja mengandung empat Unsur yaitu:
1. Adanya unsur pekerjaan®®
Jika perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis, maka haruslah
memuat:
a. Nama, alamat, perusahaan dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja /buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat bekerja
e. Besaran upah dan cara pembayaran
f. Syarat kerja yang harus memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/pemburuh
g. Mulai berlaku jangka waktu perjanjian kerja
h. Temapt dan tanggal perjanjian kerja dibuat
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
2. Upah

Unsur upah merupakan unsur yang penting dan menentukan
dalam setiap perjanjian kerja.  Apabila seseorang bekerja tidak
mencari upah, maka sulit untuk dikatakan sebagai pelaksana
perjanjian kerja.
Upah adalah hak buruh yang akan diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang ataupun bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha

kepada buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut

18 Abdul Rahman Budiono, Hukum Pemburuan, (jakarta: PT Indeks,2009), h. 28
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perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarhanya atas suatu pekerjaan
dan/ jasa yang telah atau akan dilakukan.®

3. Adanya pelayanan

Pekerjaan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja dan
pekerjaan sendiri harus tunduk pada/ dibawah perintah orang lain,
yaitu pihak pemberi kerja si majikan (pengusaha). Luasnya makna
perintah, maka Undang-undang tidak mungkin membatasinya. Hal-
hal yang tidak diperjanjikan tidak termasuk ruang lingkup
kewenangan pengusaha untuk memberikan perintah.

Sebagai wujud kataatan perintah, di dalam pasal 1611 BW
ditegaskan bahwa perjanjian kerja antara suami istri adalah batal.
Sumber hukum materil adanya ketentuan yang demikian ini adalah
karena didalam perintah terkandung unsur atasan (yang memerintah)
dan bawahan (yang diperintah), sedangkan hubungan suami istri
adalah hubungan yang landasannya adalah kesetaraan, keseimbangan,
dan kesamaan.?

4. Adanya unsur waktu tertentu

Dalam melakukan hubungan kerja, buruh mempunyai waktu
tertentu dalam melakukan pekerjaan yang telah disesuiakan dan
disepakati bersama dalam perjanjian kerja atau perundang-undangan.

Oleh karenanya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak si

majikan dan tidak boleh dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup,

9 pasal 1 angka 30 Undang-undang NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
20 Abdul Rahman Budiono, h. 32
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jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari pekerja maka
pribadi manusia akan hilang, sehingga timbullah sistem perbudakan
dan bukan dari perjanjian kerja.? Pelaksanaan perjanjian harus
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati atau
yang telah ditetapkan oleh peraturan perusahaan, dan buruh dalam
melakukan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan kebiasaan setempat.

Menurut Imam Soepomo bahwa hukum pemburuhan setidak-
tidaknya mengandung unsur:
1. Himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis)
2. Berkenaan dengan suatu kejadian/ peristiwa
3. Seseorang pekerja pada orang lain
4. Upah

c. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Dalam membuat sebuah perjanjian kerja terdapat syarat-syarat
yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut bisa dikatakan sah
menurut hukum. Dalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa
suatu perjanjian adalah sah ketika memenuhi persyartan: kesepakatan,
kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.?* Agar setiap perjanjian
kerja yang dilakukan sah tentunya harus memenuhi syarat-syarat

seperti yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:*®

2! Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, h.39

22 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2000), h. 57

2 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT Reneka
Cipta, 2001), h. 67-69
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1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian (antara buruh/tenaga kerja dan majikan) tidak ada unsur
paksaan dalam membuat perjanjian maka jika ada maka perjanjian
tersebut batal

2. Adanya kemampuan / kecakapan pihak-pihak untuk membuat
perjanjian

3. Suatu hal tetentu. Artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Kketertiban

umum maupun kesusilaan.

Isi dari perjanjian kerja memuat tentang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban pengusaha. hak
dari tenagakerja merupakan kewajiban dari pengusaha yaitu beruapa
upah. Sebaliknya kewajiban tenaga kerja adalah hak dari pengusaha
berupa pekerjaan, dimana tenaga kerja wajib melakukan pekerjaan

dari pengusaha.

Perjanjian kerja memuat antara lain:
a.) Nama dan alamat pengusaha/perusahaan
b.) Nama. Alamat, umur dan jenis kelamin tenaga kerja
c.) Jabatan atau macam pekerjaan
d.) Syarat-syarat kerja yang memuat tentang:
1.) Adanya pengakuan terhadap organisasi kerja

2.) Fasilitas yang diberikan



3.) Jaminan sosial (tunjangan kematian, tunjangan

pensiun/hari tua)

4.) Bagaimana sistem upahnya

5.) Perselisihan hubungan industrial dan sebagainya

e.) Hak dan kewajiban pekerja/tenaga kerja

Ha-hak tenaga kerja antra lain:
Berhak atas upah
Berhak atas pekerjaan
Berhak atas perlindungan

Kewajiban-kewajiban tenaga kerja antara lain:

- Melakukan pekerjaan dengan baik

- Mengikuti perintah atasan (pengusaha)

f.) Hak dan kewajiban pengusaha

Hak-hak pengusaha antara lain:

g)

Berhak atas hasil pekerjaan

Berhak untuk mengatur/ memerintah tenaga kerja
Kewajiban pengusaha antara lain:

Membayar upah tenaga kerja

Menyediakan /memberikan pekerjaan
Memberikan perlindungan

Tempat / lokasi pekerjaan

22

sakit,

h.) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat serta tanggal mulai

berlakunya perjanjian kerja
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d. Jenis-jenis Perjanjian Kerja
Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan hanya membahas 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu:
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tertuang dalam pasal
56 ayat 1 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang
tertuang dalam pasal 60
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan suatu
perjanjian kerja yang jangka waktu berlakunya telah ditentukan.
Dalam sehari-hari disebut dengan pekerja kontrak. Bila jangka
waktu telah habis maka dengan sendirinyaterjadi PHK dan tidak
berhak mendapat kompensasi PHK seperti uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah®*

Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenis atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai dan sifatnya sementara
2. Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya diperkirakan tidak
membutuhkan waktu yang lama, dan paling lama 3 bulan

3. Pekerjaan yang sifatnya musiman.

? Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja bila di-Phk, (Tanggerang:Visi Media,2007), h.5
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4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, dan produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjagaan®

Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis
dengan bahasa Indonesia dan huruf latin, karena itu bila
perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat secara tidak tertulis,
maka perjanjian kerja tersebut menjadikan perjanjian kerja

wkatu tidak tertentu.

Syarat-syarat formal 1 vyang harus dipenuhi oleh

kesepakatan kerja tertentu adalah sebagi berikut:

1. Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga)

2. Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor departeman
tenaga kerja setempat

3. Biaya yang timbul akibat pembuatan kesepakatan kerja
tertentu, semuanya ditanggung pengusaha

4. Kesepakatan kerja untuk waktu tertentu harus memuat
identitas serta hak dan kewajiabn para pihak sebagai berikut:
a. Nama. Alamat perusahaan dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan

e. Besaran upah dan cara pembayaran

% Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Terkait lainnya, h.67
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f. Syarat kerja yang harus memuat hak dan kewajiban

pengusaha dan pekerja/pemburuh

g. Mulai berlaku jangka waktu perjanjian kerja

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

j. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan

adanya masa percobaan kerja dan bila dicantumkan masa
percobaan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu,
maka percobaan kerja menjadi batal demi hukum (pasal 58
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan)

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja
dimana waktu berlakunya tidak ditentukan baik dalam perjanjian,
Undang-undang ataupun kebiasaan.?® Perjanjian kerja waktu tidak
tertentu dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Dalam hal
perjanjian waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan bagi buruh  yang
bersangkutan?’

Pengusaha tidak membuat surat pengangkatan untuk pekerja
yang terikat dengan hubungan kerja untuk waktu tidak terbatas,

maka akan dikenai sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling

% Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Pemburuhan dan Peraturan Perusahaan, h.28
27 Lihat Pasal 63 Undang-undang tahun 2003 tantang ketenagakerjaan
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sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Surat pengangkatan sekurang-kurangnya memuat;

a. Nama dan alamat pekerja atau buruh

b. Tanggal mulai kerja

c. Jenis pekerjaan

d. Besaran upah

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu hanya dapat diadakan

untuk pekerjaan tertentu menurut sifat, jenis, atau kegiatannya akan

selesai waktu tertentu yaitu:*

1. Yang sekali selesai atau sementara sifatnya

2. Yang diperkirakan untuk waktu yang tidak terlalu lama akan
selesali

3. Yang bukan merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau
hanya merupakan penunjang

4. Yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
tambahan yang masuk dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu berakhir apabila:*
1.) Pekerja meninggal dunia (perjanjian kerja waktu tidak

tertentu tidak berakhirnya oleh meninggalnya pengusaha)

%8 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Terkait lainnya, h.70

# Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Pemburuhan dan Peraturan Perusahaan, h.30
%0 Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja bila di-Phk, h. 7
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2.) Adanya putusan pengadilan dan /atau putusan/penetapan
lembaga penyelesaian hubungan industrial yang mempunyai
kekuatan hukum tetap

3.) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama seperti bencana alam, kerusuhan sosial atau
gangguan keamanan (pasal 61 UUK)

3. Bentuk perjanjian kerja
Bentuk perjanjian kerja adalah bebas, artinya perjanjian kerja
tersebut dapat dibuat secara:
a. Tertulis dan
b. Lisan / tidak tertulis
Pengecualian: untuk beberapa perjanjian Kkerja tertentu seperti
perjanjian kerja laut, perjanjian kerja AKAD
(Antar Kerja Antar Daerah), dan perjanjian kerja
AKAN (Antar Kerja Antar Negara) harus dibuat
secara tertulis.  Perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis lebih menjamin adanya kepastian
hukum.
e. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja™

* Lalu Husni, h. 61
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Dalam KUHPPerdata ketentuan mengenai kewajiban pekerja diatur
dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang
mencakup:

a.) Pekerja wajib melakukan pekerjaan
b.) Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha
c.) Kewajiban membayar ganti rugi atau denda
2. Kewajiban-kewajiban pengusaha®
a.) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
b.) Kewajiban untuk memberi istirahat tahunan
c.) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan
d.) Kewajiban memberikan surat keterangan
e.) Kewajiban perlakuan yang sama antara pekerja pria dan wanita
f.) Kewajiban membayar upah
3. Perjanjian kerja (akad ljarah) Tinjauan Hukum Islam
a. Pengertian akad ijarah
Kata ljarah dalam struktur bahasa arab adalah bentuk masdar
dari akar kata ajara-yujiru ‘ijaran berarti yang mengandung arti
imbalan, seperti dalam pernyataan “ista’jara ar-rajulu al-rajula”
yang maksudnya seseorang mempekerjakan seseorang dengan
memberi upah tertentu.®* Dalam kamus lisan al-Arab, ljarah berarti

al-jaza’ ‘ala al-‘amal yang berarti upah atas suatu pekerjaan.®

3 Djumadi, h. 49

% Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanat al-Kubra Juz 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-l1imiyah,t.t),
h.473

3 Jamaluddin Muhammad ibn Mukarrama al-Ansari, Lisan al-Arab, Juz 5 (Mesir: Dar al-Misriyah
li Ta’lif wa Tarjamah,t.t), h. 65
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Sudah tergambar bahwa akad ijarah mengandaikan adanya relasi dua
pihak, vyaitu pekerja (buruh) dan pihak yang mempekerjakan
(majikan) yang objeknya adalah jasa dengan satu kompensasi berupa
upah atas pekerjaan tersebut
Definisi akad ljarah menurut ulama figh (fugahah) sebagai
berikut®;
1. Imam Hanafi
Akad ljarah adalah suatu akad yang memberikan faidah
pada pemilikan manfaat yang jelas dari suatu benda yang
disewakan dengan imbalan tertentu.
2. Imam Maliki
Akad ljarah adalah suatu akad yang memberikan
pengertian kepemilikan atas manfaat yang dibolehkan (oleh
syara’) untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu
3. Imam syafi’i
Akad ljarah adalah akad atas manfaat yang diketahui
secara jelas, mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk
diserah terimakan dan terdapat upah yang jelas
4. Imam Hambali
Akad ljarah adalah akad atas suatu yang dibolehkan
(objeknya) yang diketahui dengan jelas dengan imbalan yang

jelas

% Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz 3 (Mesir: Maktabah
Tijariyah,t.t), h. 94-98
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Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah suatu akad
atau perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan
ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas
pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai
dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah
dilakukannya.

b. Perjanjian kerja dalam akad ijarah
Perjanjian kerja mempunyai peranan penting dalam penentuan
pekerjaan apa yang akan diterima oleh para pekerja/buruh ketika
pertana melakukan kontrak kerja. Menurut Ahmad Azhar Basyir
perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk ijarah (pengupahan)
dengan objek tenaga kerja manusia, yang melakukan perjanjian
dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan khusus bagi
seseorang atau beberapa orang musta’jir tertentu tidak untuk
mu’takjir lainnya. Dalam al-Quran kewajiban untuk memenuhi janji

disebutkan dalam surat al-Isra’ ayat 34:
Taadl 1505 3000 s 138 (pdil o L ) i O T 5005 Y5
vey g e G agadl u\

Artinya: “dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban”

1. Syarat perjanjian kerja®®
a.) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang

mubah atau halal menurut ketentuan syari’at.

% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2000), h. 153
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b.) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas
c.)Upah sebagai imbalan yang harus diketahui dengan jelas,
termasuk jumlah, wujud, dan waktu pembayaran.
2. Unsur-unsur perjanjian kerja ada empat yaitu:
a.) Melakukan pekerjaan
b.) Dibawah perintah orang lain
c.) Dengan mendapatkan upah
d.) Dalam jangka waktu tertentu
c. Landasan Yuridis Akad ljarah

Akad ijarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran
manfaat/ jasa secara normatif-yuridis mempunyai sandaran yang kuat.
Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dari akad ljarah adalah al-
Qur’an, al-Hadis, dan ijma para ulama.®’

Akad ljarah merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur
pertingnya adalah manfaat. Adapun hukum kebolehannya mendasarkan
pada ijma ulama dengan mendasarkan pada kisah nabi Syuaib yang
mengangkat buruh nabi Musa. Beberapa ayat al-Qur’an dan hadis
menjadi dasar legalitas akad ljarah :

Surat al-Bagarah ayat 233:

13 ile #U4 Y6 2l s 8 of Aol 3.,

%" Ibrahim ibn Ali Muhammad al-Hanafi, Lisan al-Hukum fi Ma rifat al-Ahkam, Juz 1 (Mesir: Al-
Bab al-Halaby, 1973), h. 360
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Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran
menurut yang patut. Bertagwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Surat al-Qasas ayat 26-27

>z @
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Artinya: “salah seorang dari dua wanita: ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat
lagi dipercaya. la berkata sesungguhnya aku akan menikahkan kamu
dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar kamu bekerja
padaku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka
itu (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati
kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang
baik”

Dalam surat Ath Tholaq ayat 6 Allah menjelaskan:

%7~ 2 @ 8 2

O3 Sas haay oS5 5l 3 Eh 580 Gb latica &1 Gada )l 3.
VU AT i g

Artinya:........ Jika menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka
berikanlah upah kepada mereka berilah upah / jasa kepada orang yang
kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya dan barang siapa yang
menyewa seseorang maka hendaklah memberitahu upahnya.
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Setiap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan bendanya akan
selalu tetap, maka boleh dijadikan sebagai objek ljarah. Dalam
pandangan Tagiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al- Husaini,
mengqiyaskan hukum ljarah dengan akad jual-beli tidaklah valid, karena
objek akad ijarah adalah suatu yang abstrak yaitu manfaat dan akad
terhadap sesuatu yang abstrak jelas mengandung gharar. Oleh karena
itu, legalitas akad ijarah haruslah didasarkan pada pertimbangan dharurat
yaitu realitas sosial empirislah yang mengharuskan perlunya akad ini.
Menurutnya, legitimasi akad ijarah dianalogikan dengan model jual beli
pesanan (salam).*®

d. Syarat dan Rukun Akad ljarah
Syarat dan rukun adalah dua hal yang harus ada dalam akad.
Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dari suatu akad

menjadikan akad tersebut batal.*

Dalam kaitan akad ijarah, menurut
ulama hanafiyah, rukun ijarah hanya ijab dan gabul (pernyataan serah
terima antara penyewa dengan pihak yang menyewakan). Sedangkan
menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu

1. Adanya dua orang yang berakad ( ‘agidain)

2. ljab dan gabul (sighat)

3. Upah (ujrah)

4. Nilai manfaat

% Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifayat al- Akhyar (Pekalongan: Raja
Murah.t.t), h. 308
%9 Wahbah az-Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 4 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), h. 732
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Rincian dari penjelasan rukun ijarah sebagai berikut:

Adanya pihak yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang
mempekerjakan jasanya (mu jir) dan adanya pihak yang mempekerjakan
orang lain (musta jir)

a.) ljab Qabul yaitu dengan suatu lafad atau pernyataan yang mengarah
pada perolehan manfaat. Prinsip dasar dari ijab gabul adalah
pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik
dinyatakan secara lisan maupun tulisan. hal ini sesuia dengan firman

Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

L;::uy\e;:‘y\weﬁ‘_\ugﬁdmm\\ e Gl 1
) e A2 Al B 254 Al arall Jas e i&le

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

b.) Upah (ujrah), dengan membuat kesepakatan baik kadar maupun tata
cara pembagiannya. Upah atau imbalan adalah pertimbangan atas
jasa tau kemanfaatan.

c.) Nilai manfaat yang lahir dari benda atau jenis pekerjaan yang
dijadikan objek akad ijarah kejelasan manfaat itu penting untuk
menghindari terjadinya perselisihan. Syarat-syarat akad ijarah antara
lain®:

1.) Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad

* Sayyid Sabg: Figh Sunnah, terj.Kamaludin A.Marzuki,(Bandung: PT Al-Maarif, 1987), h. 19-26
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2.) Mengetahui manfaat dengan sempurna terhadap barang atau jasa
3.) Harus ada nilai kemanfaatnnya menurut ketentuan syariat
4.) Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempunyai nilai
yang jelas
5.) Barang yang dijadikan objek sewa menyewakan adalah jenis
barang yang dapat diserterimakan
e. Macam-macam ljarah
Dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu:
1. ljarah yang bersifat manfaat. Seperti akad sewa menyewa rumah,
toko, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya
2. ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti, buruh

bangunan, tukang jahit tukang sepatu dan sebagainya

f. Upah dalam Akad ljarah
Upah merupakan salah satu komponen penting seseorang dalam
bekerja. Dengan mendapatkan upah, maka seseorang dapat memenuhi
kebutuhan pokoknya.
1. Pengertian upah
Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas
jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.
dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar

atas jasanya dalam produksi.
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a. Hak Menerima Upah

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah Bersabdah” 4

M}u&u\dﬁoﬁ\ﬁﬁy\\#i

Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upanya sebelum

mengering keringatnya” (HR. lbnu Majah, shahih)
Prinsip dasar pengupahan dalam relasi kerja antara buruh dan

majikan, antara lain*?

1.) Upah dibayar setelah pekerjaan selesai.

2.) Upah hendaknya dibayarkan secepatnya sesuai dengan
perjanjian/kontaknya

3.) Upah/gaji buruh diberikan dengan ukuran yang patut dan tidak
membebani mereka dengan pekerjaan yang secara fisik mereka
tidak mampu menegerjakan.

4.) Majikan menetapkan upah sebelum buruh bekerja, sehingga
hak upah yang dimiliki buruh sejak awal sudah diketahui oleh

kedua belak pihak

Upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Fushshilat ayat 8 yang berbunyi:

LT I Y aa}’/a%///.~¢a;:
Agwﬁﬁ\?@jw\ | sae 51 sale Cpdll )

*! http:rumaysho.com/muamalah/bayarkan-upah-sebelum-keringatnya-kering-3139 diakses tanggal
22 April 2016

* Sayyid Sabiq: Figh Sunnah, Jilid 13, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung:PT Al-Maarif,
1987), h. 27
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Artinya:  “sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
beramal shaleh, mereka mendapat upah (pahala) yang tiada putus-
putusnya”

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa upah hendaklah
proposional, sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan
larangan adanya eksploitasi.*®

g. Hak-hak buruh dalam Islam
1. Hak bekerja
Islam menetapkan hak setiap individu untuk bekerja.
Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kedudukan yang setara dalam hal memperoleh peluang kerja dan

dihargai secara setara, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an

surat an-Nisa’ ayat 32:

Artinya: “bagi laki-laki adalah bagian dari apa yang
mereka usahakan, dan bagi perempuan juga bagian dari apa
yang mereka usahakan”

2. Hak memperoleh gaji

Hak normatif dari setiap pekerja adalah memperoleh gaji /

upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia kerjakan. Dalam

Islam standar gaji haruslah disesuaikan dengan jenis pekerjaan

tidak boleh dikurangi. Dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 85

N bl G T LB Y5 & Sl ORI T35

* Enggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia, (Jakarta: 2000), h. 34
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Artinya: “maka sempurnakanlah takaran dan timbangan
dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang takaran
dan timbanganya”

3. Hak memperoleh jaminan sosial

Dikursus jaminan sosial sebagai hak dasar yang dimiliki
pekerja dalam lintas sejarahnya merupakan hasil dari proses
perjuangan panjang dan konflik antara kaum proletar dan para
pemilik modal. Hak jaminan sosial dalam persfektif agama
merupakan bagian tanggungjawab sosial dari orang yang
kaya/pemilik modal atas mereka yang miskin termasuk
didalamnya mereka para buruh rendahan. Dalam surat An-Nur’
ayat 33 Allah memberikan anjuran kepada para majikan untuk

memberikan sebagian hartanya kepada para budak sebagai dari

kewajiban sosial :

J/‘\7
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Artinya:  “dan  budak-budak yang kamu  miliki
menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian
dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta
Allah yang dikaruniakan kepadamu™

4. Hak cuti kerja

Secara detail dalam kajian figh memang tidak disinggung
tentang cuti dalam kerja. Dalam al-Qur’an ataupun hadis hanya
memberikan kerangka etika dasar bagaimana seharusnya buruh

atau orang lemah diperlakukan. Islam memberikan prinsip umum
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dalam hal memberikan beban kepada orang lain haruslah terhadap
sesuatu yang menurut kadarnya dapat dilakukan. Dalam al-

Qur’an surat al-Bagarah ayat 286
YA L@_’.m 3 ‘j\ agh 2 u&’ N

Artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”

Seorang buruh juga mempunyai hak-hak untuk memperoleh
kenyamanan hidup dan memperoleh kesempatan untuk
memelihara tubuhnya secara sehat.

5. Hak Memperoleh Penghargaan atas Prestasi
Buruh merupakan salah satu elemen faktor produk yang
penting. Oleh karananya kualitas buruh juga akan
menggambarkan kualitas produk yang lahir darinya. Untuk itu
buruh perlu diberikan hak akan pengakuan atas prestasi yang ia
kerjakan. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-

Nahl ayat 71 yang berbunyi:

2ed 5y ¥ 1 liad call b 3500 o a2 (b A
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Artinya:” Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari
sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang
dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka
kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama
(merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari
nikmat Allah?

6. Berakhirnya akad ljarah
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Objek yang menjadi akad ijarah hilang atau musnah**
1. Habisnya tenggang waktu yang telah disepakati
2. Menurut mazhab Hanafi, akad ijarah akan berakhir jika salah seorang
meninggal dunia. Ahli  waris tidak mempunyai hak untuk
meneruskannya.*®

3. Pembatalan akad.

* M. Ali Hasan, Berbagai, h. 237. Bandingkan dengan Abdul Jalil al-Marghiyani, Al-Hidayah, h.
350
** Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia.2001), h. 137
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris, yaitu dengan cara mengamati fakta-fakta hukum
yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini
mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan

secara terbuka. Titik tolak pengamatan terletak pada kenyataan

41
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atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditangah-tengah
masyarakat sebagai budaya hidupnya.*®

Dengan demikian, peneliti akan menggambarkan,
menjelaskan dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai bentuk
perlindungan hukum kerja karyawan yang terdapat di Indomaret
berdasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan hukum

Islam

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis karena
masalah yang terjadi dalam bidang hukum, yaitu gejala-gejala
sosial yang memerlukan mendekatan secara sosiologis untuk
menganalisis masalah-masalah hukum.*” Penelitian ini berbasis
pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi
bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan
perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi
yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.*®
Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji praktek
perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak di Indomaret cabang
Sidoarjo berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

“¢ Bander Johan Nasution, Metode penelitian llmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju,2008), h.125
*" Mukti Fajar ND. & Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 47

“8 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V,

2006), h. 87
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. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Indomaret yang beralamat di JI

Perum Bumi Sedati Indah B-1 Kel. Pepe Kec. Sedati Sidoarjo.

. Sumber dan Jenis Data*

1. Data Primer
Sumber data dapat disebut primer jika data yang diambil
peneliti dilakukan secara langsung dari objek peneliti, tanpa
diperantarai oleh pihak ketiga, apalagi pihak keempat dan
seterusnya.”®  Dengan demikian, peneliti turun langsung
kelapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak
Indomaret
2. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari berbagai
literatur terkait masalah yang diteliti, yang mana data tersebut
menjadi pelengkap agar dapat dikorelasikan dengan data
primer. Adapun data tersebut didefinisikan sebagai bahan
tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi
atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip,
skripsi, jurnal dan dokumen resmi.*
Dalam penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan adalah

berupa Bahan Hukum meliputi:

*° Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (cet.X|l; Jakarta: Alfabeta 2011), h. 137
%0'M. Saad Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Buku Aja, disajikan pada Matakuliah
Metpen Hukum,(Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006), h. 23

51 Lexy J. Meleong, Metofologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarua, 2005), h.

159
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1.) Undang-undang Dasar 1945
2.) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
3.) Kepmen Nomor: 100/Men/V1?2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
4.) Hukum Islam (al-Qur’an, Hadist serta Figh Muamalah)
5.) Perjanjian kerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo.
E. Teknik Penentuan Subjek
Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik
yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan
purposive sampling, vyaitu metode pengambilan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat
tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek
penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam
kategori®®
Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik,

ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan yaitu:
1.) Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam

kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian

2.) Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut

52 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.
106
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3.) Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai
informasi.>®
Berdasarkan kebutuhan penulis dalam mendapatkan data
primer, maka subyek yang dipilih berdasarkan purposive sampling
adalah sebagai berikut:

a.) Kepala Area, jabatan tertinggi di dalam toko Indomaret cabang
Sidoarjo, yang bertanggung jawab atas kegiatan toko.

b.) Pramuniaga, merupakan pihak kedua yang melakukan
perjanjian kerja Indomaret, yang mengetahui penerapan
perjanjian kerja serta kebijakan-kebijakan mengenai perjanjian
kerja di Indomaret cabang Sidoarjo

c.) Kasir, jabatan tersebut dipegang oleh karyawan perempuan
yang statusnya sebagai pekerja kontrak.

Penentuan sampel diatas lebih memahami dan mengetahui sistem

pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo.

F. Teknik pengumpulan data
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data
penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah mendiskripsikan setting, kegiatan yang
terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan maksud yang

diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang

53 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif,( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188
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bersangkutan.>* Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan
autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung
terhadap objek yang diteliti, termasuk didalamnya kejadian
atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya
dengan penelitian.® Cara yang dilakukan dengan mendatangi
toko Indomaret cabang Sidoarjo

b. Wawancara (interview)

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan®®.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara
bebas terpimpin, yaitu wawancara hanya membawa pedoman
yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan
terkait dengan obyek yang diteliti.”” Jadi dalam hal ini
wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal,
namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dangan
alur pembicaraan. Dalam hal ini peneliti melakukan
wawancara langsung dengan beberapa narasumber meliputi:

1. M. Imam Qusaeri selaku Kepala Area di Indomaret

Cabang Sidoarjo

> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 58

% Hamdani Nawawi, Pengantar Metodologi Riset (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),100

% Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 83
%" Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 230-231



47

2. Dini Yusnia sebagai Merchandicer (pekerja kontrak) di
Indomaret cabang Sidoarjo
3. Bri Gita sebagai Kasir (pekerja kontrak) di Indomaret
cabang Sidoarjo
4. Abd Rahman sebagai Pramuniaga (pekerja kontrak) di
Indomaret cabang Sidoarjo
c. Dokumentasi
Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.® Dokumen ini
merupakan data lengkap dan data autentik mengenai kejadian
atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Data yang
diperoleh dari dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai
data pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara,
surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain.*® Dalam penelitian ini, pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif,

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek, 206
% Lexy J. Meleong, Metofologi penelitian Kualitatif, h. 340
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yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistika dan
atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka
pengukuran) dan bentuk lainnya. mengenai tahapan proses analisis
data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang
diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara
terhadap karyawan dan kepala Area, dokumen resmi dan internet.
Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta ditelaah

Kedua, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman
yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sinkron,
sehingga tetap berada dalam topik perjanjian Kerja kontrak
karyawan Indomaret

Ketiga, adalah menyusun data-data tersebut dalam satuan-
satuan yang kemudian dikategorikan sesuai dengan pendekatan
hukum Islam yang diambil yaitu Figh Muamalah tentang konsep
ljarah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang mana akan
dijelaskan pada langkah berikutnya

Keempat, mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data,
kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya

dapat diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif,
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berupa analisis Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum
Islam.®

Kelima, tahap akhir yaitu Menarik kesimpulan, dalam artian
menganalisis data-data secara komprehensif serta menghubungkan
makna data yang diperoleh peneliti. Menyimpulkan data-data
harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data

yang telah diperoleh.

% Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005), h.

104-105



BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum pekerja Kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo

dinjau Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan

1. Deskriptif Indomaret cabang Sidoarjo

Indomaret yang beralamat di jalan Perum Bumi Sedati Indah B-
1 Kel. Pepe Kec. Sedati Sidoarjo ini dipegang Oleh Nunuk Wuryani
selaku Pimpinan PT. Albany Corona Lestari yang beralamat di jalan
Ancol 1 No 9-10 Ancol Barat Jakarta Utara.  Dibentuknya
keorganisasian dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar
terbentuknya kesejahteraan pekerja. Susunan keorganisasian

Indomaret Cabang Sidoarjo yaitu:

50
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Struktur Organisasi

M Imam Qusaeri
ASS. KA. TOKO
Slamet Hariadi
MERCHANDICER
Dini Yusnia

I
T PRAMUNIAGA

;- Brigita 1. ABD. Rohman
. 2. Heru
3. 3

Dari struktur diatas dapat memberikan kejelasan mengenai tugas
dan tanggung jawab dari masing-masing pekerja dalam menjalankan
pekerjaan di Indomaret cabang Sidoarjo. Dalam menjalankan
pekerjaan yang sesuai dengan struktur tentunya membutuhkan

kerjasama antara satu pekerja dengan pekerja lainnya.

2. Penerapan Perjanjian kerja kontrak Serta Hak yang diperoleh

Dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian kerja terdapat
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, adanya hubungan kerja
menimbulkan suatu perintah. Pemberian perintah oleh pengusaha
kepada pekerja seperti yang terdapat di Indomaret cabang Sidoarjo
dengan melakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang memuat
dalam pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan. Hal ini juga diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-
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undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
membatasi pekerjaan tertentu seperti:
1.) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
2.) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
3.) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
4.) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.
Jenis pekerja kontrak yang terdapat di Indomaret cabang
Sidoarjo terdapat tiga bidang kerja yaitu:**
a.) Merchandiser
b.) Kasir
c.) Pramuniaga
Dari ketiga bidang pekerjaan kontrak yang terdapat di Indomaret
cabang Sidoarjo tersebut merupakan pekerjaan pokok bersifat tetap,
terus-menerus dan penyelesaiannya membutuhkan waktu paling lama
3 (tiga tahun). Hal ini tidak sesui dengan apa yang dicantumkan
dalam Pasal 59 ayat 2 yang berbunyi:

“perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap”

Selanjutnya, dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat
oleh perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo dengan pekerja kontrak
dibuat secara tertulis menerangkan bahwa, perjanjian kerja yang
dibuat oleh perusahaan menimbulkan hubungan kerja antara kedua
belah pihak sejak berlakunya perjanjian kerja tersebut termuat.

Hal ini juga diatur dalam pasal 50 Undang-undang No. 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja terjadi

2 M Imam Q, Wawancara, (Sidoarjo, 02 April 2016)
62 Lihat perjanjian kerja waktu tertentu yang terlampir
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karena adanya perjanjian kerja oleh pengusaha dan pekerja/buruh
yang dibuat secara tertulis (pasal 51 ayat 1).

Mengenai recruitment tenaga kerja kontrak yang dilakukan oleh
pengusaha Indomaret terhadap pekerjanya dilakukan pelatihan kerja
dengan sistem pemagangan. Hal ini termuat dalam wawancara yang
dilakukan peneliti kepada bidang personalia Indomaret cabang
Sidoarjo Heru Jabatan Pramuniaga yang mengatakan bahwa:

“Sebelum menandatangani kontrak kerja yang berjangka waktu
(1) satu atau 3 (tiga) tahun. Dibuatnya pelatihan kerja berupa
pemagangan selama 6 bulan oleh perusahaan yang bertujuan untuk
mengenalkan sistem kerja serta mengenal terhadap pekerja lain yang
ada dilingkungan Indomaret cabang Sidoarjo. Berakhir masa
pemagangan, lalu pekerja dapat menetapkan keputusannya apakah
pekerja merasa nyaman dilndomaret atau ingin bekerja di tempat lain.

Palatihan kerja dengan sistem pemagangan ini dilaksanakan atas
dasar perjanjian pemagangan antara pekerja pengusaha akan tetapi
tidak dibuat secara tertulis. Mengenai hak ;/ang di dapat oleh pekerja
selama pemagangan hanyalah gaji pokok”.®

Ditinjau dari pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian
kerja waktu tertentu tidak dapat atau tidak diberlakukan mensyaratkan
adanya masa percobaan kerja. Akan tetapi pihak Indomaret di sini
mensyaratkan adanya masa pelatihan kerja atau disebut dengan sistem
pemagangan selama 6 bulan.  Sistem pemagangan oleh pihak
Indomaret Sidoarjo harus ada perjanjian tentang pemagangan jika

tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan maka

% Heru, Wawancara, (Sidoarjo, 03 April 2016)
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dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/ buruh
perusahaan Indomaret.

Selama ini perjanjian kerja tertentu di perusahaan Indomaret
terdiri dari beberapa jangka waktu yaitu:

1.) Perjanjian berjangka | %2 (satu setengah) tahun dan
2.) Perjanjian berjangka 3 (tiga) tahun

Jenis pekerjaan seperti Pramuniaga dan kasir yang dapat di
adakan paling lama 2 (dua) tahun masa kerja. Jenis pekerjaan ini
dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. Sedangkan
perjanjian kerja yang berjangka 3 (tiga) tahun seperti bidang
Merchandiser dapat diperbaharui 1 (kali) paling lama 2 (dua) tahun
dengan jenis pekerjaan yang berbeda.

Menurut pekerja kontrak Dini Yusnia, jabatan Merchandicer
status belum menikah mengatakan bahwa:

“Perjanjian kerja dibuat secara tertulis mengenai waktunya ada
yang satu setengah tahun ada yang tiga tahun. Mengenai waktu
biasanya pihak pertama yang melakukan penawaran dengan melihat
dari ketekunan dan kerajinan pihak kedua. Pihak kedua dapat
menyepakati atau mempunyai tawaran lain sesuai dengan
keinginannya. Karna perjanjian kerja mensyaratkan pihak kedua
berjanji dan mengikat dirinya untuk tidak menikah sehingga ini yang
menjadikan pertimbangan para pekerja dalam menentukan perjanjian
kerja”.64

Dapat diketahui dari wawancara tentang perjanjian kerja di

perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan pasal 54

ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

% Dini Yusnia, Wawancara,(Sidoarjo, 03 April 2016)
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menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis

sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh

c. Jabatan atau jenis pekerjaan

d. Tempat pekerjaan

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh

g. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ini bertujuan
untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Pengusaha
yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi tidak dapat berbuat
sewenang-wenang terhadap pekerja yang dibawah perintahnya.
Karena pengusaha sangat membutuhkan konstribusi dari setiap
pekerja dalam menjalankan tugas dan perintah perusahaan. Hubungan
kerja antara kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik
berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja.

Mengenai hari dan jam kerja karyawan telah di atur dalam
perjanjian kerja waktu tertentu oleh perusahaan Indomaret cabang
Sidoarjo yang memuat ketentuan bahwa, pekerja diberi tugas yang
wajib diselesaikan diluar jam kerja yang ditentukan dimana pekerja
tetap wajib menyelesaikan tugas tersebut dengan penuh tanggung
jawab.®

Ketentuan tentang waktu kerja telah diatur dalam Undang-

undang ketenagakerjaan pasal 77 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

% Lihat perjanjian kerja waktu tertentu yang terlampir
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“(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”;
(2) Waktu kerja sabagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
meliputidan : a.) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam
1 Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b.)
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

Untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai harian dan
jam kerja di Indomaret cabang Sidoarjo, peneliti mewawancarai kasir
yang bernama Bri Gita mengatakan:

“Harian kerja di Indomaret selama 1 minggu penuh yaitu hari
Senin-Minggu kecuali hari libur Nasional di berlakukan jam lembur
sesuai dengan Surat Penugasan Lembur (SPL) dengan ketentuan
membayar upah kerja lembur. Mengenai waktu kerja disini sistemnya
shift-shift’an dimana ada dua shift, shif pertama dari jam 06.30-15.00
dan shift kedua dari jam 14.30- 22.00. setiap shift ada tiga pekerja
dan sistem Istirahat secara bergantian. Salah satu dari bunyi
perjanjian pekerja diharuskan melakukan kewajiban yang harus
diselesaikan diluar jam kerja seperti tugas kebersihan dimana setiap
pekerja diharuskan melakukan tugas tersebut harus dengan tanggung
jawab”.%

Waktu Kkerja yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah
dijelaskan dalam pasal 77 ayat 2, karena pekerja masih mempunyai
tugas wajib diluar pekerjaan yaitu tugas kebersihan dimana pekerja
harus melaksanakan tugas tersebut dengan tanggung jawab. Sehingga
waktu kerja melebihi batas kerja normal yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengenai pemenuhan jam kerja yang tidak sesuai dengan
Undang-undang Ketenagakrjaan hal ini sama dengan jam istirahat,

dalam pasal 79 ayat (1) dan (2) butir a.) dan b.) yang berbunyi:

“(1) pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada
pekerja/buruh; (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dalam ayat

% Bri Gita, Wawancara,(Sidoarjo, 03 April 2016)
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(1), meliputi: a.) istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya
setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan
waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam Kkerja; b.) istirahat
mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu”’

Dimana dalam prakteknya, pekerja mendapatkan jam istirahat
namun tidak seperti apa yang telah dijelaskan dalam pasal 79 ayat (2)
point a.) bahwa sekurang-kurangnya jam istirahat setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus. Jam istirahat
yang di Indomaret cabang Sidoarjo menyesuaikan dengan keadaan
toko (kondisional) dan sistemnya secara bergantian dengan pekerja
lain.

Selanjutnya, mengenai hak pekerja kontrak sudah dijelaskan
dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu dimana disebutkan bahwa
pekerja mendapatkan upah sesuai dengan penempatan dimasing-
masing bidang yang dimana pembayarnnya setiap satu bulan sekali
dengan cara transfer langsung selambatnya hari terakhir dibulan
bersangkutan. Pengaturan mengenai pengupahan didalam Undang-
undang No.13 Tahun 2003 terdapat dalam pasal 88 ayat (1) dan (2)
dimana bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk
mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk
melindungi pekerja/buruh.

Untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai hak

pekerja seperti hak berupa pengupahan terhadap pekerja kontrak di
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Indomaret cabang Sidoarjo, peneliti melakukan wawancara langsung
dengan Abd Rahman jabatan Pramuniaga mengatakan bahwa:

“Seperti dalam perjanjian kerja kontrak selama 1 % tahun
dimana setiap bulannya pendapatkan upah pokok dan program BPJS

(Jaminan hari tua dan jaminan pensiun) yang dipotong langsung dari
upah pekerja setiap bulannya”67

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo dalam memberikan hak upah
dan program BPJS yaitu jaminan hari tua serta jaminan pensiun yang
dimana setiap bulannya dipotong langsung dari upah/ gaji pekerja.
Hak pekerja mendapatkan uaph sudah sesuai berdasarkan ketentuan
dalam pasal 88 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang dimana hak pekerja untuk mendapatkan
menghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak berdasarkan

kejahteraan dan nilai kemanusiaan.

Tabel. 2 Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret
Cabang Sidoarjo Ditinjau Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan
No. Unsur Pengaturan dalam Praktik keterang
Undang-undang an
ketenagakerjaan
1. | Bentukdanisi | Tertulis dan berdasarkan | Perjanjian dibuat | Sesuai
perjanjian kesepakatan serta memuat secara tertulis,
identitas, hak dan disutujui
kewajiban para pihak berdasarkan
(Pasal 51, 52 dan 54 UU kesepakatan dan
No. 13 Thn 2003) memuat identitas ,
hak, dan
kewajiban para
pihak
2. | Jenis pekerjaan Pekerjaan yang sekali Merupakan Sesuai

% Abd Rahman, Wawancara, (Sidoarjo, 02 April 2016)
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selesai dan sifatnya

pekerjaan pokok

(Pasal 99 UU No.13 Thn
2003)

sementara dan bersifat tetap
(Pasal 59 ayat 1 UU No.13 seperti:
Thn 2003) merchandicer,
kasir dan
pramuniaga
3. Harian 40 jam dalam 1 minggu Melebihi jam Belum
dan/jam kerja (Pasal 77 ayat 2 UU No. kerja normal sesuai
13 Thn 2003) (tidak mendapat-
kan hak upah
lembur)
Jam istirahat Setengah jam setelah Menyesuikan Sesuai
bekerja selama 4 jam keadaan toko
(Pasal 79 ayat 2 UU No. | (kondisional) dan
13 Thn 2003) secara bergantian
4. Hak Memperoleh penghasilan Mendapatkan Sesuai
mendapatkan yang memenuhi Upah setiap bulan
upah penghidupan layak berdasarkan UMR
(Pasal 88 UU No. 13 Thn
2003)
5. | Jaminan Pekerja/buruh berhak BPJS (Jjaminan Sesuai
ketenagakerjaa mendapatkan jaminan hari tua dan
n sosial tenaga kerja jaminan pensiun)

Sumber: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B. Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di

Sidoarjo Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Indomaret Cabang

Salah satu aktivitas manusia secara konseptual dijelaskan dalam

Khazanah figh adalah konsep dari pemburuhan dimana salah satu dari

Khazanah kajian Islam

tersebut membahas literature Kitab-kitab figh

mengenai muamalah tentang ljarah. Dalam Al-Qur’an dan Hadist secara

global sudah dijelaskan tentang konsep pemburuhan akan tetapi bahasan

yang digunakan dalam Al-Qur’an maupun Hadist hanya menjelaskan

prinsip umum mengenai akad ijarah.
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Akad ijarah merupakan suatu akad atau perjanjian yang berkaitan
dengan pemakaian, pemanfatan maupun pengambilan atas manfaat suatu
benda atau pengambilan jasa dari manusia dalam kurun waktu tertentu.®®
Dalam islam memenuhi janji adalah wajib hukumnya dan sebaliknya
mengingkari janji adalah khiyanat (wanprestasi).

1. Bentuk dan isi Perjanjian
Dalam al-Quran kewajiban untuk memenuhi janji disebutkan

dalam surat al-Isra’ ayat 34:

ve Y 000 08 3l &) Seadly 1455

Artinya: “dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban”

Ketika seorang pengusaha dan bekerja telah melakukan sebuah
perjanjian, maka kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban-
kewajiban yang telah disepakati bersama, hal ini sesuia dengan firman

Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

DREAPRNCRN b PR R R “X PR I (PP P

Y e A2 Al B 254 Al arall Jdas e &le

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”’

Islam telah mengatur bagaimana seseorang itu harus bekerja untuk

mencari nafkan, ketika orang bekerja mereka juga mendapatkan

®8 sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Bandung:Daar al-Fikr), h. 18
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perlindungan-perlindungan dalam bekerja dan hak-hak yang di dapat
dalam bekerja. Seperti dalam wawancara pekerja kontrak Dini Yusnia,
jabatan Merchandicer status belum menikah mengatakan bahwa:
“Perjanjian kerja dibuat secara tertulis mengenai waktunya ada
yang satu setengah tahun ada yang tiga tahun. Mengenai waktu
biasanya pihak pertama yang melakukan penawaran dengan melihat
dari ketekunan dan kerajinan pihak kedua. Pihak kedua dapat
menyepakati atau mempunyai tawaran lain sesuai dengan
keinginannya................ » 69
Dari hasil wawancara diatas bahwa perjanjian sudah dibuat atas
kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad (lihat halaman
perjanjian kerja waktu tertentu)®
2. Jenis pekerjaan
Islam menetapkan hak setiap individu untuk bekerja. Setiap
individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang

setara dalam hal memperoleh peluang kerja dan dihargai secara setara,

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 32:
g <22 (3 > P < w &: PR y P w
TY L GHRT U st Ll T RT s G Ja

Artinya: “bagi laki-laki adalah bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagi perempuan juga bagian dari apa yang mereka
usahakan”

Dalam ayat diatas, mengandung pengertian bahwa pengusaha harus

memberikan hak kepada pekerja dalam mendapatkan bagiannya sesuai

dengan apa yang telah diusahakan, baik pekerja laki-laki maupun pekerja

% Dini Yusnia, Wawancara,(Sidoarjo, 03 April 2016)
7 Lampiran perjanjian kerja waktu tertentu
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perempuan. Seperti hasil wawancara Jenis pekerja kontrak yang terdapat di
Indomaret cabang Sidoarjo terdapat tiga bidang kerja yaitu:"*

a.) Merchandiser

b.) Kasir

c.) Pramuniaga

Prakteknya perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo telah memberikan
pekerjaan terhadap pekerja kontrak sesuai dengan bidang masing-masing
personalia berupa pekerjaan pokok yaitu Merchandicer, kasir dan
pramuniaga.
3. Harian dan Jam Kerja

waktu dalam dunia kerja pada umumnya menjadi faktor penting
berkaitan dengan beban kerja. Dalam hal pekerjaan di dunia perusahaan
kontrak kerja berkaitan dengan waktu kerja sangat berkaitan dengan
produktivitas pekerjaan juga berkaitan dengan besar kecilnya upah yang
diterima pekerja.

Dalam al-Qur’an ataupun hadist hanya memberikan kerangka etika
dasar bagaimana seharusnya buruh (pekerja) atau orang lemah
diperlakukan. Islam memberikan prinsip umum dalam hal memberikan
beban kepada orang lain haruslah terhadap sesuatu yang menurut
kadarnya dapat dilakukan. Dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 286

yang berbunyi:

w

> -

YAT Qe V) Ll & N

Y
.
o

4

MM Imam Q, Wawancara, (Sidoarjo, 02 April 2016)
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Artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

Dari kandungan ayat diatas bahwa majikan (pengusaha) sebaiknya
dalam membebankan suatu perintah kepada buruh (pekerja) tidak boleh
melebihi batas kesanggupan para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“.....Setiap shift ada tiga pekerja dan sistem Istirahat secara bergantian.
Salah satu dari bunyi perjanjian pekerja diharuskan melakukan kewajiban
yang harus diselesaikan diluar jam kerja seperti tugas kebersihan dimana
setiap pekerja diharuskan melakukan tugas tersebut harus dengan tanggung
jawab."

Seorang buruh juga mempunyai hak-hak untuk memperoleh
kenyamanan hidup dan memperoleh kesempatan untuk memelihara
tubuhnya secara sehat serta memunaikan kewajibannya sebagai makhluk

Allah SWT. Seperti yang telah tergambar jelas dalam firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an Surah al-jumuah ayat 10 yang berbunyi:

@

A1 K315 AT Jsb (e 55005 3T o 5 e  leall i
Vo Al & 18

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu

di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah
sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”

Ayat di atas memberikan inspirasi kepada umat Islam, agar melakukan

kerja keras untuk mencari rizki Allah. Setelah ditunaikannya kewajiban

sholat. Ayat ini menggambarkan kesatuan utuh untuk memenuhi hak-hak

manusia dengan masyarakat serta hubungan manusia dengan dirinya

72 Bri Gita, Wawancara,(Sidoarjo, 03 April 2016)
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sendiri. Hubungan manusia tersebut haruslah berporos pada pencapaian
ridho Allah SWT sebagai pencapaian puncak dari setiap aktivitas seorang
muslim dalam kerangka beribadah kepadanya-Nya. Praktiknya pekerja
kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo telah mendapatkan hak jam istirahat
secara bergantian dan kondisional dengan keadaan toko.
4. Hak Mendapatkan Upah
Hak normatif dari setiap pekerja adalah memperoleh gaji/upah
sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia kerjakan. Dalam Islam standar
gaji haruslah disesuaikan dengan jenis pekerjaan tidak boleh dikurangi.

Dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 85 yang berbunyi:
Ao éic—hlu\ u.ulﬂ‘\’ j P yj U‘)—‘ASTJ JSSXT \);jlﬁ

Artinya: “maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan
janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang takaran dan
timbanganya”

Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkan untuk
menyempurnakan suatu takaran atau timbangan yang berupa upah/gaji
dan larangan untuk mengurangi gaji/upah para pekerja/buruh. Dalam
pengupahan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah
dijanjikan yang telah disepakati sejak pertama dilakukannya kontrak
kerja. Perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo telah memenuhi hak
pekerja kontrak berupa pengupahan setiap satu bulan.

Ketika seseorang bekerja, kewajiban bagi si pemberi kerja adalah ia

tidak mengingkari gaji para pekerjanya pada waktu yang telah
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disepakati. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ath
Tholag ayat 6 yang berbunyi:
R < I T PR A B U e I Nt IR F-
S s Hray oS50 ) 5 5l (R Dsal O silca a1 (il (s
VDA A pn i it o5
Artinya: ”....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada ~mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya .

Ayat diatas menyatakan bahwa ketika kita memerintahkan atau
mempekerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji sesuai

dengan kesepakatan. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah Bersabdah”
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48 je Cany o i o gal 5 ghac

Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upanya sebelum
mengering keringatnya” (HR. Ibnu Majah, shahih)

Maksud hadits di atas agar supaya bersegera menunaikan hak
pekerja apabila pekerjaannya telah selesai, begitu juga bisa dimaksud jika
telah tercapai kesepakan pemberian upah/gaji untuk tiap bulannya.
Berdasarkan dari wawancara Abd Rahman jabatan Pramuniaga
mengatakan bahwa:

“..setiap bulannya pendapatkan upah pokok dan program BPJS

(Jaminan hari tua dan jaminan pensiun) yang dipotong langsung dari
upah pekerja setiap bulannya”’

7 http:rumaysho.com/muamalah/bayarkan-upah-sebelum-keringatnya-kering-3139 diakses tanggal
22 April 2016
™ Abd Rahman, Wawancara, (Sidoarjo, 02 April 2016)
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Praktiknya perusahaan Indomaret telah memenuhi kewajibannya
tentang pemenuhan hak kerja berupa upah yang dibayar setiap bulannya
ini sudah sesuai dengan apah yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

5. Jaminan Ketenagakerjaan

Seorang pengusaha, juga di anjurkan dalam Islam untuk

melebihkan rizki pada pekerjanya, hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam surat An-Nahl ayat 71 yang berbunyi:

26835 53 T slind ¢ éjww)”@um-*&é@ 25 (b 41 5

<%

VY (5035 A Al 25 48 1 il KL G e

Artinya:” Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian
yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya
itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka
miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka
mengingkari nikmat Allah?

Kewajiban berbuat baik kepada pekerjanya juga tertuang dalam Al-

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 36 yaitu:
AT o5 B caal i 5 T S LY 5 Al T N2 T3

il calialiy AT Ay Lanall (23 Hadly sl y 2l s

£;J\7

Y1558 YERL (8 o S Y AT ) 28T ERTa Ly Jutdl (5

Artinya:” Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-
Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak,
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
dan membangga-banggakan diri”
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Hak jaminan sosial atas Kesehatan dan keselamatan kerja dalam
persfektif agama merupakan bagian tanggungjawab sosial dari orang yang
kaya/pemilik modal (pengusaha) atas mereka yang miskin termasuk
didalamnya mereka para buruh rendahan (pekerja). Dalam surat An-Nur’
ayat 33 Allah memberikan anjuran kepada pengusaha untuk memberikan
sebagian hartanya kepada Pekerja sebagai dari kewajiban sosial yang

berbunyi:

L8 %

fead e () b &8 U ST Las s ) 4805 (il

v 206 ol AT Ok s b e T

Artinya:  “dan budak-budak yang kamu miliki menginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu™

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketika ada
hubungan kerja antra pengusaha dan pekerja. Keduanya berhak melakukan
atau membuat suatu perjanjian kerja dengan dilakukan berdasarkan etikad
baik. Ketika pengusaha mengetahui niat baik buruh (pekerja) hendaknya
memberikan suatu imbalan berupa jaminan keselamatan dan kesehatan
kerja sebagai bentuk perlindungan kerja bagi tenaga kerjanya.

Perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo dalam memelihara
keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan kesejahteraan pekerja telah

memenuhi sebagaimana yang dalam ketentuan hukum Islam dengan

memberikan program BPJS (jaminan hari tua dan jaminan pensiun) yang
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setiap bulannya dipotong dari upah/ gaji yang diperoleh, (lihat pasal 3

Perjanjian Kerja Waktu tertentu ).”

" Lihat pasal 3 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan terkait

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo dapat

disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo dalam menerapkan
perlindungan hukum perjanjian kerja kontrak. Pekerja kontrak diawali
dengan sistem pemagangan selama 6 bulan yang bertujuan untuk
pelatihan kerja. Dimana perjanjian pemagangan tersebut tidak secara

tertulis. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun

69
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2003 tentang Ketenagakerjaan Sistem pemagangan oleh pihak
Indomaret Sidoarjo tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang
Ketenagakerjaan maka dianggap tidak sah dan status peserta berubah
menjadi pekerja/ buruh perusahaan Indomaret. Selanjutnya mengenai
waktu kerja, Pekerja kontrak memiliki tugas wajib diluar jam kerja
yang tidak mendapat hak kerja lembur. Hal ini menyebabkan waktu
kerja karyawan melebihi batas normal yang memuat dalam Undang-
undang ketenagakerjaan pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Ketenagakerjaan. Mengenai bentuk dan isi perjanjian kontrak sudah
sesuai.  Praktiknya Perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo dalam
melindungi hak pekerja kontrak belum memenuhi ketentuan seperti
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Ditinjau dari hukum Islam, semua hak pekerja kontrak telah dipenuhi
oleh perusahaan. Tentang pemberian kerja diluar batas jam kerja
normal dalam Islam tidak menjadi masalah karna ukuran pemberian
kerja adalah sesuai dengan batas kesanggupan para pekerja.

B. Saran
Dengan adanya kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran
kepada pengusaha untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Pemberlakuan sistem pemagangan selama 6 bulan hendaknya dihapus
oleh perusahaan Indomaret agar pekerja mendapatkan hak pekerja

kontrak secara penuh. Selanjutnya mengenai waktu kerja, adanya kerja



71

wajib yang dikerjakan diluar jam kerja perlu diperhatikan oleh
perusahaan Indomaret Sidoarjo karena mempekerjakan karyawannya
melebihi batas normal tanpa memberi hak upah itu menyalahi aturan
dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

. Perusahaan Indomaret cabang Sidoarjo tetap memperhatikan hak-hak
pekerja kontrak. Supaya perlindungan hukum mengenai hak pekerja
yang dibuat dalam perjanjian kerja terpenuhi dan memperhatikan
kesejahteraan pekerja kontrak. Islam mengajurkan untuk saling tolong
menolong terutama menolong orang yang lemah serta pengusaha dalam
membebankan suatu perintah kepada buruh (pekerja) tidak boleh
melebihi batas kesanggupan pekerja. Ketika pengusaha mengetahui
niat baik buruh (pekerja) hendaknya memberikan suatu imbalan berupa
jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk perlindungan

kerja bagi tenaga kerjanya.
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tanggal 31-Mar-2017



Hubungan kerja sebagaimana yang disebut diatas dengan sendirinya
berakhir pada saat perjanjian kerja ini berakhir, kecuali apabila disepakati
para pihak bahwa perjanjian kerja ini diperpanjang kembali

Dalam hal perjanjian kerja ini hendak diperpanjang lagi, maka Pihak
Pertama wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut kepada
Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja

ini berakhir

PASAL Il

PENEMPATAN DAN HAK PIHAK KEDUA

. Pihak Kedua dengan ini menerima dan menyetujui penempatan Pihak
Kedua ditoko milik pemberi kerja yang bekerja sama dengan Pihak
Pertama untuk pekerjaan sebagaiberikut:
a. Jabatan : Pramuniaga
b. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa dirinya
bersedia pula untuk ditempatkan di toko-toko lain milik pemberi kerja
yang bekerja sama dengan pihak pertama
. Atas penempatan pihak kedua sebagaimana disebutkan diatas, Pihak
Kedua berhak untuk mendapatkan upah dari Pihak Pertama dengan rincian
sebagai berikut:
Gaji Pokok ' Rp. 2,423,500,-
Tunjangan 1 ' Rp. 332,500,-
Tunjangan Jabatan  : Rp. -
. Pembayaran upah sebagaimana yang disebutkan diatas akan dilakukan
oleh Pihak Pertama setiap satu bulan sekali dengan cara transfer langsung
ke rekening Pihak Kedua, selambat-lambatnya pada hari terakhir di bulan
yang bersangkutan
. Pihak Kedua dengan ini mengetahui sepenuhnya bahwa hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja ini tidak menimbulkan
kewajiban bagi Pihak Pertama untuk membayar uang pesangon dan/ atau



uang jasa kepada Pihak Kedua setelah perjanjian kerja ini berakhir oleh

sebab apapun juga

PASAL 11

JAMSOSTEK, FASILITAS PENGOBATAN, TUNJANGAN HARI
RAYA, CUTI TAHUNAN

. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, Pihak Kedua wajib ikut dalam
program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Hari Tua dengan
iuran perbulan sebesar 2% (dua persen) dan Program Jaminan Pensiun
dengan iuran perbulan sebesar 1 % (satu persen)dari upah dan akan
dipotong langsung dari upah Pihak Kedua setiap bulannya dan disetor ke
BPJS Ketenagakerjaan

. Selama Perjanjian kerja ini berlangsung, Pihak Kedua berhak atas fasilitas
bantuan pengobatan yang berlaku untuk dirinya sendiri, maksimum
sebesar : Rp. 3,500,000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam
setahun. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan akan diberikan
oleh pihak Pertama berdasarkan kuitansi resmi yang diterbitkan oleh
dokter dan/atau rumah sakit dengan jumlah seluruhnya tidak melebihi
plafon fasilitas bantuan pengobatan sebagaimana disebutkan diatas

. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
setelah Pihak Kedua melewati 3 (tiga) bulan dari masa kerja, yang akan
diberikan oleh Pihak Pertama menjelang Hari Raya Lebaran bagi yang
beragama Islam, atau Hari Raya Natal bagi yang bukan beragama Islam.
Besar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk masa kerja dibawah 1 (satu)
tahun dihitung secara proposional dengan masa kerja Pihak Kedua;
sedangkan untuk masa kerja sedikithya 1 (satu) tahun atau lebih,
Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan sebesar satu kali upah sebulan.
Apabila perjanjian ini berakhir lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari
Raya Lebaran atau Hari Raya Natal, maka Pihak Kedua tidak berhak

mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), sedangkan apabila perjanjian



ini berakhir kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Lebaran
atau Hari Raya Natal, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan Tunjangan
Hari Raya (THR).

. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, Pihak Kedua berhak atas cuti
selama 12 (dua belas) hari setelah 12 (dua belas) bulan masa kontrak

. Pengajuan cuti harus dilakukan karyawan selambat-lambatnya 2 minggu
sebelum pelaksanaannya

. Selama berlangsungnya perjanjian kerja ini apabila ada cuti masal dan
Pihak Kedua cuti, maka cuti ini akan mengurangi hak cuti Pihak Kedua,
dan bila cuti yang diambil melebihi haknya maka akan memotong gajinya.
. Cuti tahunan wajib daiambil oleh Pihak Kedua selama perjanjian kerja ini
berlangsung tanpa ada kewajiban Pihak Pertama untuk memberikan
kompensasi atas tidak diambilnya cuti tahunan tersebut selama Perjanjian
kerja ini berlangsung

PASAL IV

HARI DAN JAM KERJA KARYAWAN

. Sesuai dengan peraturan Pihak Pertama, Pihak Kedua diwajibkan datang
dan bekerja dilokasi toko milik pemberi kerja yang bekerja sama dengan
Pihak Pertama. Hari dan jam kerja Pihak Kedua mengikuti aturan yang
ada dan berlaku diperusahaan pemberian kerja.

Dalam hal Pihak Kedua diberi tugas yang wajib diselesaikan diluar jam
kerja yang ditentukan, maka Pihak Kedua tetap wajib menyelesaikan
tugasnya tersebut dengan penuh tanggung jawab.

. Setiap kerja lembur harus ada Surat Penugasan Lempur (SPL), dan
berdasarkan SPL tersebut Pihak Pertama akan menghitung uang lembur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibayarkan bersamaan dengan

pembayaran upah



PASAL V

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

. Pihak Kedua wajib mentaati segala aturan dan tata tertib yang dibuat oleh

Pihak Pertama

. Pihak Kedua wajib menjalankan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan

kepadanya, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur

yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja yang bekerja sama oleh Pihak

Pertama

. Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan jam dan hari kerja yang

ditentukan pemberi kerja yang bekerjasama dengan Pihak Pertama, serta

ketentuan shift yang berlaku baginya

. Pihak Kedua wajib menyerahkan fotocopy ijazah SMU/sederajat miliknya

yang sudah dilegalisir oleh pihak sekolah dan fotocopy Kartu Keluarga

(KK) yang sudah dilegalisisr oleh pejabat lingkungan setempat kepada

Pihak Pertama

. Pihak Kedua wajib menjaga penampilan agar selalu dalam keadaan rapi

secara keseluruhan sesuai dengan standar penampilan kerja yang berlaku

antara lain:

a. Memakai seragam yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sopan
dan rapi

b. Bagi pria rambut harus rapi (tidak boleh panjang) dan tidak berkumis,
tidak memiliki buludan (bulu dibawah bibir), serta tidak berjenggot
dan berjambang

c. Wajib memakai ikat pinggang berwarna hitam

d. Bagi wanita berambut panjang (leher tidak terlihat), rambut dikuncir

kuda dan diikat rambut warna biru
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e. Bagi wanita wajib menggunakan bedak, lipstik, eye shadow, dan
blush-on

f.  Rambut tidak dicat dan kuku pendek tanpa kutex

g. Wajib menggunakan name tag yang telah diberikan

h. Wajib menggunakan sepatu kets warna hitam (tanpa corak), tali sepatu
warna hitam, (jika sepatu bertali), dan berkaos kaki berwarna gelap

i. Accesoris yang boleh dikenakan hanya jam tangan

Pikah Kedua wajib menjaga kebersihan disekitar tempat kerja, meletakkan

sesuatu pada tempatnya seperti alat-alat kerja, sampah, dan lain-lain pada

tempat yang disediakan.

Pihak Kedua wajib selalu bersikap sopan, ramah dan jujur selama dalam

tugas, baik diantara sesama karyawan, konsumen, dan/atau dengan atasan/

pimpinan, maupun Pihak Ketiga (relasi/pelanggan pihak pertama)

Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa dirinya akan

tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-

peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku ditoko milik pemberi kerja;

serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan dan/atau

peraturan tersebut.

Selama perjanjian kerja ini berlaku, Pihak Kedua dengan ini berjanji dan

mengikatkan diri untuk tidak menikah. Dalam hal Pihak Kedua menikah

selama perjanjian kerja ini berlaku, maka Pihak Kedua dianggap

mengakhiri sepihak perjanjian kerja ini dan baginya berlaku ketentuan

dan/atau sanksi pengakhiran perjanjian sebagaimana dtentukan dalam

perjanjian kerja ini dengan dengan tidak menunntut apapun dari Pihak

Pertama.

Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk mengganti setiap

kerugian yang timbul saat bekerja di toko milik pemberi kerja yang

bekerjasama dengan Pihak Pertama yang timbul akibat kelalain Pihak

Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur yang ditetapkan pihak

pertama, termasuk pula penerima sanksi pengakhiran perjanjian kerja

tanpa kompensasi berupa apapun juga.
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12.

13.

14.

Pihak kedua dengan ini berjanji dan meningkatkan diri bahwa ia akan
menjaga seluruh aset dan inventaris baik milik pemberi kerja yang
bekerjasama dengan Pihak Pertama ataupun milik Pihak Pertama yang
dipercayakan kepadanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data
(termasuk data komputer) dan dokumen, serta wajib mengembalikannya
kepada pihak pertama dalam keadaan baik apabila perjanjian kerja ini
karena sebab apapun berakhir

Pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyimpan
dengan baik segala data dan/atau keterangan rahasia milik pemberi kerja
yang bekerjasama dengan Pihak Pertama maupun milik Pihak pertama
yang diketahui dan/atau dipercayakan kepadanya, dan tidak akan pernah
membocorkan dan/atau menggunakan data dan/atau keterangan tersebut
untuk kepentingan pribadi Pihak Kedua maupun pihak lain manapun juga
selain Pihak Pertama; baik selama perjanjian kerja ini berlangsung maupun
setelah perjanjian kerja berakhir

Pihak Kedua wajib mengurus dan memiliki NPWP apabila memenuhi
syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia
(pengghasilan diatas PTKP)

Pihak Kedua dengan ini bersedia menanggung beban NKL (Nota Kurang
Lebih) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditoko pemberi kerja, dan
oleh karena itu dengan ini Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak
Pertama untuk memotong upah yang seharusnya yang seharusnya diterima
oleh Pihak Kedua untuk kepentingan pembayaran NKL yang menjadi
beban Pihak Kedua tersebut kepada pihak pemberi kerja. Kuasa tersebut
tidak dapat dicabut kembali sampai dengan seluruh beban NKL yang
menjadi tanggung jawab Pihak Kedua telah lunas.

PASAL VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dalam hal Pihak Kedua atas kehendaknya sendiri hendak mengakhiri

perjanjian kerja ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka Pihak



Kedua wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut kepada
Pihak Pertama secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum pengakhiran tersebut.

. Atas pengakhiran perjanjian kerja oleh Pihak Kedua tersebut, Pihak

Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sejumlah

upah Pihak Kedua sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu

perjanjian keja sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 di atas

. Apabila pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini disampaikan

oleh Pihak Kedua kurang dari 30 (tiga puluh) hari, maka selain gant

rugi tersebut pada ayat (2) pasal ini, Pihak Kedua juga akan dikenakan

kewajiban membayar ganti rugi sebesar ((30-H) x Rp. 100.000,-),

dimana H merupakan jumlah hari pemberitahuan sebelum pengakhiri

Perjanjian Kerja oleh Pihak Kedua

Dalam hal Pihak Pertama atas kehendaknya sendiri mengakhiri

perjanjian kerja ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka Pihak

Pertama wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut

kepada Pihak Kedua secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum mengakhiran tersebut.

. Atas pengakhiran Perjanjian Kerja oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua

berhak mendapatkan sejumlah uang sebesar upah Pihak Kedua sampai

batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1 di atas dan lembur sebagaimana yang diatur
dalam pasal 4 perjanjian

Ketentuan ayat 5 di atas tidak berlaku apabila:

a.) Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh Pihak Pertama karena
adanya pengangkatan Pihak Kedua sebagai karyawan tetap
diperusahaan pemberi kerja

b.) Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh Pihak Pertama karena
pihak kedua melakukan kesalahan berat menurut ketentuan
dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama

c.) Pihak Kedua melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang

melanggar hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan yang



menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melakukan pekerjaan yang
diatur dalam perjanjian kerja ini dan/atau menyebabkan
tercemarnya nama baik Pihak Pertama

d.) Pihak Kedua diketahui bekerja pada maupun untuk perusahaan
lain, tanpa ijin Pihak Pertama

e.) Pengakhiran Perjanjian Kerja dilakukan oleh Pihak Pertama karena
Pihak Kedua tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik setelah

diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

PASAL VII
PENUTUP

1. Segala lampiran yang ada dan melekat menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerja ini

2. Apabila Perjanjian Kerja ini berakhir oleh sebab apapun juga, dan Pihak
Kedua telah menerima segala haknya sebagaimana ditentukan di atas,
maka Pihak Kedua dengan ini memberikan pembatasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Pihak Pertama, dan Pihak Kedua

dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut Pihak Pertama

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-
masing pihak akan memperoleh salah satu rangkap di antaranya, dan

masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK
KEDUA

PT. Albany Corona Lestari

(Nunuk Wuryani) P )
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